KEPALA DESA PURWOSEKAR
KABUPATEN MALANG

PERATURAN DESA PURWOSEKAR
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PURWOSEKAR,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar—
besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023 telah dibahas
dan disepakati oleh BPD serta sudah dievaluasi oleh
Camat;

c. bahwa untuk memenuhi ketentuan pada pasal 44 ayat
(4) Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 195 Tahun 2020
tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam hal
hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan vang lebih tingg, kepentingan
umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa
menetapkan menjadi Peraturan Desa; dan

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf ¢, Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023 perlu ditetapkan.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoensia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang
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Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41); Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagaimana diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5864)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nemor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
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Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indenesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomer 3 Tahun 2021
Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan,
Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha
Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 252)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentu-kan
Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1224)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam
Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus
disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17
/PMEK.O7 /2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah
dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka
Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus disease
2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 825)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022
Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
960
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022
Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295 )

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun
2016 tentang Desa sebagaiman telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D)

Peraturan Dacrah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 [Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomer 4 Seri D);

Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seni D);

Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 195 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);

Peraturan Bupati Malang Nomor 233 Tahun 2019
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020
Nomor 1 Seri CJ;

Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 2 Ser 0y,
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Malang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa [Berita Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 124 Seri D),

Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2021 Tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa [Berita
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 29 Ser
D)

Peraturan Bupati Malang Nomor 193 Tahun 2022
Tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 193 Seri
Al

Peraturan Bupati Malang Nomor 200 Tahun 2022
Tentang Pedoman Penvusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
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Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 200 Ser 1)

30. Peraturan Bupati Maolang Nomor 202 Tahun 2029
Tentang Pendapatan Kepaln  [Desn, Pernnghot  Densn,
Tunjangan Badan Permusyowarminn Desa doan Insentif

Rukun Tetanggn Serin Rulun Wargn  (Berin Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 202 Serl 1)

31. Keputusan Bupati Malnng Namaor
188.45/852 /KEP/35.07.01322 teniang Besnrnn Alokand
Dana Desa pas Setinp Desn di Knbupaten Malang Tahun
Anggaran 2023,

32. Peraturan Desa Purwosckar Nomor 5 Tahun 2018
tentang  Struktur  Organisasi  dan  Tatn  Kerji
Pemerintalh Desa [Lembaran Desa Purwosckar Tahun
2018 Nomor 5) ;

33. Peraturan Desa Purwosckar Nomor 2 Tohun 2019
tentang Kewenangan Deaa Berdasarkan Hak Asal Unul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Purwasekar Tahun 2019 Nomor 2);

34. Peraturan Desa Purwosckar Nomor 3 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RFJM Desa) Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa
Purwosekar Tahun 2019 Nomaor 3); dan

35, Peraturan Desa Purwosekar Nomor 2 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023

{Lembaran Desa Purwosckar Tahun 2022 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURWOSEKAR
dan
KEFPALA DESA PURWOSEKAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah Desa Purwosckar

2. Kepala Desa Kepala Desa Purwosckar
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah  Badan

Permusyawaratan Desa Purwosekar
4. Pemerintahan Desa adalah  Pemerintah  Desa
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Purwoseckar Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang

Pemerintah  Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Malang.

Bupati adalah Bupati Malang,.
Camat adalah Camat Kecamatan Tajinan

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Purwosekar
Keeamatan Tajinan Kabupaten Malang.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah  keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjiawaban
keuangan Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa, vang
selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari
Fencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang
selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa,

Penerimaan Desa adalah uang vang masuk ke rekening
kas Desa.

Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari
rekening kas Desa.

Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1
(satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak
perlu dikembalikan oleh Desa.

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang
merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu] tahun
anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa,

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yvang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran vang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun  anggaran
berikutnya.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang
selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa vang

karena jabatannya mempunyal kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan
Desa,

Pelaksana  Pengelolaan Keuangan Desa, yang
selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa
yang melaksanakan pengelolaan  keuangan Desa
berdasarkan keputusan Kepala Desa yang
menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
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Sokretaris Desa adalah perangkat Desa yang
berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa
yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPRD.
Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf
sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana
teknis yang menjalankan tugas PPKD.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyim-pan
uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada
Bank yang ditetapkan.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM
Desa, adalah badan usaha vang seluruh atau Sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa vang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan
usaha lainnya untuk schesar-besarmya kesejahteraan
masyarakat Desa.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna
mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar
vang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran
Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara
pendapatan Desa dengan belanja Desa.

Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara
pendapatan Desa dengan belanja Desa.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya

disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan
dan pengeluaran anggaran selama satu periode
anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian
setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana
penarikan dana  untuk kegiatan yang akan
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam APB Desa.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Yyang
selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang
memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang
disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan
yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang
telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau
Perubahan Penjabaran APB Desa.

_Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lamjutan yang

selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang

Dipiradai dangan CamSe afvsr


https://v3.camscanner.com/user/download

memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan
dana wuntuk kegiatan lanjutan yang anggarannya
berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

30. Pengadaan barang dan jasa Desa yang selanjutnya
disebut dengan pengadaan barang dan jasa adalah
kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh
Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola
dan/atau penyedia barang dan jasa.

31. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK
adalah Tim yang ditetapkan dengan keputusan Kepala
Desa yang terdiri dari unsur Kepala Dusun, Lembaga
kemasyarakatan desa danfatau masyarakat untuk
melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

32. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut
RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas
masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur
penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai
pengeluaran pengeluaran berdasarkan DPA yang telah
disahkan oleh Kepala Desa.

33. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya
disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk
mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

34. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten.

35. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian penstiwa yang disebabkan
oleh alam antara lain berupa pempa bumi, tsunami,
gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan
tanah langsor.

36. Bencana sosial adalah bencana vang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan
oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar
kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

37. Peraturan Desa adalah Peraturan Pcrun{lang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa,

38. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp. 2.037.257.146,00
2. Belanja Desa Rp. 2.083.360.391,58
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Surplus/ Defisit Rp. (46.103.245,48
3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 116.103.245,58

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.  70.000.000,00

Jumlah Pembiayaan (a - b} Rp. 46.103.245,48

Selisih [ 1 =2+ 3) Rp. 0,00
Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, berupa rincian
struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa guna
pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa Purwosckar

Diundangkan di Purwosekar
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA PURWOSEKAR

JUWITA KUSUMAWATI
Lembaran Desa Purwosekar Tahun 2022 Nomor 4

Dipiradai dangan CamSe afvsr


https://v3.camscanner.com/user/download

LAMPIRAN

PERATURAN DESA PLEWWOSENAR

HOMOR 04 TAHUN 2032

TEMTANG

AMGGARAN PENDAPATAN DAN BELAMIA DESS

ANGGARAN PENDAPATAMN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PURWOSERAR

TAMUN ANGGARAN J0I)
RODE REXR URAIN ANGOARAN KETERANGAN
iBoj
1 ] 3 i
i, FENDAFATAN
'R ] Fendapate Aol Decy 363 00 000 00
a7 Paswiupnin Traste 1 BT4 257 108 00
JUPRLAN PLNOAMATAL 2E37 2347 148 00
E BCLANIL
51 eleye Prgeanl 731,734 000 60
53 Brinnjs Farang dsn Jsus 531 389 §75 81
53 Belwnin Madal &7 2% A5 8T
LY Belargs Tildsh Terdigs 24T 54 B0 00
FUMLAH MELARIA 1683 343 391,54
SURPLLS I [DLFIST) [k 130 245 58
k PLWELL Y RAYN
[ Prnecmansn Pemisayann PRl 100 g
G611 SILPA Tatwn Sebelrmnmys Pid 163 2e5 54
63 Pengeriatan Prebisyusn TD 000 T00 0G
022 Penyeriaen Mods Desa 70,000 090,00
PLERLRYARN NETTC 48 103245 88
= SRR o |
=

et EEEE
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FERATURAN DEGA PURWOSERAR
HOMOR 04 TAHUM 3033

TENTANG

AMNGOARAN PENDAPATAN DAM BELAMIA DESF

ANGGARAN PENDAPATAMN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PURWOSERAR

TAHUN ANGGARAN 2023
n&i:nfm URAIAN w SUMBERDANA
1 i a 4 5
4. | PENDAPATAN
A, Pendapatan Ak Desa 3E3.000,000,00
a3 Perapatan Trarmler 1.574.257, 146,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.037.257.148,00
5. | BELAMJA
1 BIDAND PENYELENGOARAN FEMERINTAHAY DESA 1041 861 302,89
id. Peryelenggeran Belanja Si#ap, Tusgangan dan Operatssnal B41.552 5TR A1
Pemerintahan Desa
1.1.m Pefyediaan Perghasdan Tetap dan Tunjangan Eepals Dean 58.520,00000 | ADD
Lo | 8. Belanis Pegawe £9.520,000,00
1.1.02 Panyedinan Perghasilan Tetap dan Tungangan Persngkat Desa 278 265 0000 | ADD
1102 | 54, Belanis Fegiwm 27825 000,00
1.1.03 Penyediasn Jaminan Sosal bagi Kepals Desa dan Peranglat Desa 2980.000,00 | FEH
1.1.83 | 51, Belanis Pegawa 2180000 00
1004 Pemyediasn Operasional Pemerniah Deia (ATE, Honor PEPKD dan PRED 75 EIE.979,91 | ADD. DL PRI
o}
1004 | 52 Belarja Barang dan dasa TH B16.675.01
1.1.05 Peryodiaan Tunjangan BPD J4.800.000,00 | aDD
1105 | & Belanja Pegawai 34 500.000,00
1.1.08 mmup-mmmpu_nm Makan Minum, Paliaian Seragam 280000000 | ADD
Linyik o}
1.1.06 | 51 Belanja Birang dan Jaxs 2 800.000,00
1.107 Panyedasn eenabOperasional RTHAW 102.000.000,00 | A0D
1107 | 52 Belanis Barnng dan Jais 1407 D00 000,00
1.1.08 FWWHMMMMrMMM F9.300.000,00 | OOE
1008 | 52, Belarjs Barang dan Jasn 28.300.000,00
1,0.90 Peryedisian Tambaban Tunjengan Kepali Desa £1.000.000,00 | PAD
1100 | 51 Belanjn Pegasal 51,000 000,00
1.0.84 Penyedanh Tambahan Tunjsngan Pefangkal Desa 05 O00.000,00 | PAD
1100 | 51 Beelanis Pageem 306 000.000.00
1L Penyediaan Sarana Pravarina Pemerintahan Desa 95,659,427 00
1.2.00 Prnyedaen Sarars (st Tetap) PerkantoranPemermsban 12.739.281,00 | ADD, PEH
1200 | 53, Balargy Modal 13,739 381,00
12002 PemeBusann Gedung/Piatsrana Kanier Desa 5029500000 | ADD
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1202 | 52 Belanja Barang dan Jasa 50,285 00000
12,03 PembangunanfehabitasPeningkatin Gedung/Prasarana Fandar Diss ™) IEZE 146,00 | PEH
1203 | 83 Belanjn Madal 31 625,144,060
13, Pengelclaan Administran| Keperdudukan, Pencatatsn Sipil, Statistik dan 17.85E.900,00
Hearsipan
1302 Peryusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profi Desa ) 17.850.500,00 | DOS, PEH
1302 | 52 Belanja Barang den Jrss 117 880,900,00
14, Penyelenggatasn Tats Prajs Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 11.000.000,00
Felaporan
1.4.01 Perelenggunan Musyawarsh Perencanssn DesaPembahassn APBDes { 11.000.000.00 | DOS
Reguer)
1401 | 52 Belanja Barang den s 11,000,000,00
15 Sub Bidang Penlanshan 15.750.000,00
1.5.08 Acdmimairas Pajek Buml dan Banguran (PEE) 15.750.000,00 | FEH
1508 | 52 Belanja Barnng dan Jasa 15.750,000.00
i RIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA §37.732.208 67
1 Sub Bidang Pendidikan 32.480,000,00
5.0 Peryslenggann PAUDTRTPATEATPO Madrasah NerFormal Milk Desa 2100000000 | DO
[Honer, Palsian i)
zi00 | 52 Belenja Barang dsn Jsss 21,000,000,00
2.1.03 Pemyubsan dan Pelathan Pendiditan Bagi Masyarakat 548000000 | PEM
2103 | 52 Belanja Barang dan Jasa 5.420,000,00
2110 ukungan Pendiditan bagi Sevws MeknBeprestas 5.000.000,00 | COS
2110 | 82, Bedanjs Barang dan Jasa B.000,000,00
12 Sub Bidang Heschatan T1.058.100,00
2am Peryelsnggarsan Posyandu (Min Tambahan, s Bumi, Lamsia, Inseraf) 64.225.100,00 | 005
2202 | 52 Belanjs Barang dan Jass 64 275, 100,00
2203 Pﬁnﬁmmmmmuﬁmumwmjmmm 6.760.000,00 | oos
o Kesehatan i)
220 | 52 Belsnjs Barang & Jasa 5. 760,000, 00
22,04 Peryeienggaraan Desa Siaga Kesehatan 2.070.000,00 | Dos
2204 | B2 Belarga Barang dan Jasa 2.070,000.00
21 Sub Bidaryg Pekerjaan Umam dan Penataan Ruang 516.735,500,00
2303 Pemelfamnan Jalan Lissha Tan 23.130.000,00 | DOS
2303 | 53 Belanjn Modal 23,130.000,00
2310 PembangunanRenablitssPeninghatanPengarasan Jalan Desa ™) 40.752000,00 | cos
2310 | 53 Belanja Mosdsl 40.7T52.000,00
2an engernsan Jaksn Lingkungan §1.001 500,00 | obs
Permaiman **]
231 | 53 Belanja Modal 01.000.500,00
23142 Pembanguras/RehabiitasiPeningkatan/Pengerasan Jalan Utaha Tani ™) 165,092.00000 | DOS
2392 | 83 Beianjs Modsl 185.092.000,00
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2314 PembangunanfetatdtaPennghaten Prasarns Jalan Dees (Gofang, stio 17276000000 | D05
ks oy
2194 | 53 Belanja Madal 172.760.000,00
4. Sub Bidang Kaxwasnn Pemukiman £0,145.688 57
2am [Dukungan Felaksansan Program Pembengunan/fehat Rumah Tidak Layak 20.000.000,00 | DOS
Huni GAXE
2401 | 537 Belanja Barang dan Lesa 20000000 00
24,04 Pemeliaraan Sembungsn Ar Bersh ke Rumah Tangga (Fipansasi off 40,145 GRRET | 0O5
ZAD4 | 53 Belanja Modal 40,145 GAA BT
g, Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 5.315.00:0,00
26.02 Pemyelerggarean infonmas Publik Desa (Pester, Balho D) 5.316.000,00 | DOS
2602 | 52 Belirga Barstsg dan Jags 5.318.000,00
2 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN B8.158.000.00
34. Sub Bidang Kelenteraman, Ketortiban Umum dan Peflindungan B.240.000,00
Masyarakat
302 Penguatan & Peningiatan Kapasias Terng Keamaran®eieriiban oleh Pa 824000000 | DDs
mmides
102 | 82 Belanja Barang dan s B.240 000,00
R B B Sub Bidang Fepemodaan dan Olahraga 3,840, 000,00
3308 Pembinaan Kaangtanma®iub Kepemudaan/Clahraga Tingkal Desa 3.940.000,00 | DOS
3306 | 52 Belanja Barang dan Jsss 2,640.000,00
34, Sub Bidang Kelembagasn Masyarakat 43 578,000,060
1402 Pembinaan LKMDLPRMALPMD 13570.000,00 | AoD
1402 | 52, Belanja Barang danJata 13.670,000,00
1403 Pembinaan PEK 17.8000000,00 | ADD
1403 | 52 Belanja Basang dan Jass 17.800,000,00
31404 Pelashan Fembinaan Lembags Kemasyarakalan 12.208.000,00 | ADD
J404 | 52 Balanja Bawang dan Jass 12.508,000,00
L BDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT A0 00000
L3, Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa A, 540,000,00
£.302 Peringunten Kapatitas Persngied Desa 250000000 | DOs
4302 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00
4303 Peranghatan Kapastas BPD 204000000 | DDS
$303 | 52 Balania Barang dan Jasa 2. 040,000,060
a4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak dan 5,080.0:04,00
Kehsarga
44,00 Palatihan dan Pemyuluhan Pemberdeyaan Pafempuan 5.080.000.00 | DOS
dani | 52 Belanja Barang dan Jass £ 080,006,00
] BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE 747,985 800,040
53, Sub Bidang Kesdaan Mendesak 247 ,982.800,00
5.3.00 Penanganan Keadaan Mendessk 247 958,800 00 | COS GLL
2368 | 54 Belanja Tidak Terduga 247 98880000
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